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Abstract: Power of the Executive and Legislative Behaviorin the Local
Government Budgetary Process: Symbolic Interactionism Perspective. This
study aimsto understand thebehaviour ofthe executive and legislative powers
in the budgeting process in the Mayapada Urban Governance. Analyses were
performed using themethod of symbolic interactionismin the interpretive paradigm.
The data was collected through interviews with informants on the preparation of
planning and budgeting, whichis supported by the observation and documentation.
Development Planning Meeting (musrenbang) is claimedin the reformationerato have
used participatory approach, but peoplewere in fact still placed as participation
object. There has been ablurring of reality which is named as ”cataract”, by
building a sweetimagery interaction in public with hypocritical languages. Social
facts illustrated are the behaviour of the executive and legislative powers in the
budgeting process.

Abstrak: Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan
Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik.
Penelitian ini bertujuan memahami perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam
proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah Kota Mayapada. Analisis
dilakukan dengan menggunakan metode interaksionisme simbolik dalam
paradigma interpretif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan
informan bagian penyusunan perencanaan dan penganggaran, yang didukung
dengan observasi dan dokumentasi. Musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) era reformasi diklaim menggunakan pendekatan partisipatif,
tetapi masyarakat hanya dijadikan objek partisipasi. Telah terjadipengaburan
yang disebut peneliti dengan “katarak”, dengan membangun interaksi pencitraan
yang manis di depan publik dengan bahasa-bahasa hipokrit. Fakta sosial yang
tergambarkan merupakan perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses
penyusunan anggaran.

Kata kunci: partisipasi, alokasi anggaran, katarak, negosiasi/lobi, interaksi
pencitraan

Penelitian ini dimotivasi oleh
pidato Walikota mengenai peng-
antar Nota Keuangan Rancangan
APBD tahun 2008 pada tanggal 23
Oktober 2008 yang menguraikan
kilas balik pembangunan 4 tahun
kebelakang tentang kemajuan-
kemajuan yang telah di capai Kota
Mayapada. Walikota mengemuka-
kan tentangkemajuan dan pertum-
buhan yang dicapai dalam bentuk
angka-angka cukup bagus. Ang-
ka-angka tersebut mencerminkan
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penurunan keluarga miskin dan
kenaikan sektor kesehatan, pen-
didikan dan ekonomi.
Angka-angka yang dikemu-
kakan Walikota menunjukkan
percepatan pertumbuhan ekonomi
untuk memerangi kemiskinan dan
pengangguran yang menjadi isu
sentral di abad ini. Kemiskinan
menjadilaguindahuntukdinyanyi-
kan dan didendangkan para pen-
gambil kebijakan dari zaman orde
Baru sampai reformasi, persoalan
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kemiskinan ini belum juga terselesaikan
dengan baik. Persoalan ini berkaitan deng-
an anggaran, sudah berapa banyak yang
telah di keluarkan untuk program mengen-
tasan kemiskinan mulai dari APBN sampai
ke APBD belum juga terselesaikan dengan
baik. Atas dasar ini timbul berbagai perta-
nyaan. Kenapa ini terjadi? dan dimana pula
letak kesalahannya? apakah jumlah ang-
garan yang dianggarkan sangat terbatas?
Atau program yang pemerintah buat tidak
tepat sasaran? Atau apakah ada kecurangan
dalam pelaksanaannya? dari semua perta-
nyaan itu jawabannya tentu ada pada ekse-
kutif maupun legislatif.

Anggaran merupakan muara dari per-
gulatan antara eksekutif dan legislatif. Arti-
nya, bahwa semua permainan yang meng-
gambarkan kepentingan eksekutif dan le-
gislatif tercermin dalam anggaran. Dengan
kata lain bahwa anggaran menjadi gambar-
an perilaku eksekutif dan legislatif. Dengan
demikian faktor yang paling menonjol dalam
sistem penganggaran adalah kepentingan
pribadi dan perubahan kekuasaan serta
politik internal.

Covaleski et. al (1996:12) mengata-
kan bahwa anggaran sebagai substansi dan
sekaligus dampak dari proses tawar-mena-
war politik yang berguna untuk melegitimasi-
kan dan mempertahankan sistem-sistem ke-
kuasaan dan kendali dalam organisasi. Ar-
tinya, interaksi manusia dibutuhkan pada
setiap proses anggaran, sehingga aspek
perilaku haruslah dipahami sepenuhnya
untuk menghindari dampak yang mungkin
muncul sebagai akibat human-related dys-
functional dari anggaran.

Pembahasan perilaku dan anggaran,
dapat dimulai dari pandangan tradisional
mengenai anggaran. Dalam pandangan
tradisional proses penyusunan anggaran
oleh sebagian orang dianggap sebagai peker-
jaan teknis. Ketika pekerjaan teknis dilak-
sanakan yang terpikirkan dalam anggar-
an adalah angka-angka yang menunjuk-
kan jumlah, estimasi dan kata-kata keuang-
an lainnya. Sesungguhnya yang terpenting
di balik seluruh image teknis tentang angga-
ran adalah manusia, karena manusia yang
menyusun anggaran dan harus hidup deng-
an anggaran tersebut.

Becker dan Green (1962:392) dalam
penelitiannya berpendapat bahwa aspek pe-
rilaku penganggaran merupakan perilaku
manusia yang terlibat dalam proses pem-
buatan anggaran dan ketika orang mencoba

hidup dengan anggaran. Pendapat ini diper-
tegas Siegel dan Marconi (1989) bahwa ang-
ka-angka yang ada dalam anggaran meru-
pakan hasil pemikiran orang-orang yang
terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
Dengan demikian, pentingnya aspek manu-
sia, terutama untuk menggali lebih jauh ke-
perilakuan di balik "praktik kebijakan” peng-
anggaran dan menjadi fokus yang menarik
untuk dikaji.

Para akademisi dan pemerhati lain-
nya mulai melihat pentingnya melakukan
penelitian tentang aspek manusia yang me-
miliki peranan penting dalam perancangan
anggaran (Becker dan Green,1962; Siegel
dan Marconi,1989; Greer dan Patel,2004;
Callahan, 2002; Ebdon, 2002). Hal terse-
but dapat diartikan bahwa para akademisi
yakin dalam mengkaji akuntansi seperti
anggaran diperlukan pemahaman menge-
nai manusia sebagai pelaku, sehingga perlu
tersedia pengetahuan mengenai hal apa saja
yang melatarbelakangi keputusan mereka
(manusia).

King (2000:44) berpendapat bahwa
anggaran tidak dapat dimengerti tanpa
mengetahui “context’. Lebih lanjut dijelas-
kan Asthon (1995:228) dan Koven (1999:23)
bahwa studinya tidak memfokuskan pada
angka-angka dalam proses anggaran, akan
tetapi ia lebih melihat beberapa pemicu
seperti perilaku manusia, kekuatan dalam
organisasi, tidak lepas dari kreativitas, bu-
daya politik dan ideologi sosial. Penelitian
ini mengajak kita untuk memahami bahwa
anggaran sebagai sebuah realitas dibangun
melalui interaksi sosial, di mana memerlu-
kan proses negosiasi kebijakan merupakan
sebuah kendaraan utama. Proses ini mem-
bawa pada persetujuan yang menghasilkan
kondisi struktural. Kondisi ini menggambar-
kan secara eksplisit tatanan dan konteks
fenomena kebijakan itu.

Penelitian ini menjadi penting, terutama
untuk menggali lebih jauh aspek keperilaku-
an di balik anggaran. Karena diharapkan
dapat membuka tabir seluk beluk dari ang-
garan dipandang sebagai “peluang” yang
tidak saja dalam fenomena konsepsi tetapi
juga dapat dirasakan. Selain itu juga, diha-
rapkan dapat menjelaskan hubungan yang
sesungguhnya antara manusia dan anggar-
an sebagai refleksi watak pemimpinnya.

Diskursus mengenai kebijakan publik
sering menjadi pertentangan sengit. Hal ini
disebabkan karena proses penetapan kebi-
jakan tersebut tidak diketahui oleh kalangan



494  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 2, Nomor 3, Desember 2011, Hlm. 492-509

luas. Sebagaimana kita ketahui, di masyara-
kat luas sering kita dengar anggapan adanya
kebijakan yang lahir dengan tidak berdasar-
kan pada kebutuhan prioritas masyarakat
atau dasar pertimbangan rasional.

Menurut Ayuningtyas (2008:18), ke-
nyataan ini lahir karena proses kebijakan
itu sendiri adalah bagaikan” kotak hitam”
bagi masyarakat luar. la kemudian merujuk
pada teori analisa kebijakan publik, yang
pada intinya menganggap bahwa sebuah
kebijakan merupakan refleksi faktor-fak-
tor kekuasaan dan politik, serta perilaku
penentu kebijakan. Anderson (1969:13-15)
berpendapat bahwa faktor-faktor yang dise-
butkan itu memungkinkan terjadinya tarik-
menarik kepentingan, interaksi kekuasaan,
alokasi sumber daya dan bargaining position
antara aktor yang terlibat dalam sebuah ko-
tak hitam penetapan produk kebijakan. Im-
plikasinya, produk-produk kebijakan yang
dihasilkan oleh para elit tersebut akan lebih
mengakomodasi kepentingan elit ketimbang
kepentingan rakyat banyak.

Setiap produk kebijakan yang dibuat
pemerintah sesungguhnya harus dikembali-
kan pada publik untuk menilainya. Di an-
tara berbagai macam kebijakan pemerintah
dengan segala produknya itu, hal yang pal-
ing penting adalah yang berkaitan dengan
anggaran. Pentingnya hal tersebut, karena
melalui kebijakan anggaran itulah segala
macam pemenuhan kebutuhan masyarakat
mendapat legitimasinya.

Dalam konteks disiplin ilmu
akuntansi,pemahaman kebijakan anggaran
berangkat dari pendekatan normatif, di mana
kebijakan anggaran dibatasi oleh situasi
pengambilan keputusan yang didefinisikan
dalam berbagai variabel (variables), asumsi
(assumptions) dan kendala (constraints) serta
tujuan (objectives), sehingga pandangan neo-
classical terhadap organisasi dan perilaku
manusia sedikit sekali diungkapkan (lihat
Scapens dan Arnold, 1986; Scapens, 1991;
Ryan et. al. , 2002). Artinya, tidak ada per-
timbangan yang cukup terhadap konteks or-
ganisasi di mana kebijakan anggaran berope-
rasi. Hal lain yang diabaikan oleh pendekatan
akuntansi tradisional adalah potensi konflik
yang mungkin terjadi dalam organisasi, ser-
ta kemungkinan terjadinya asimetri distri-
busi kekuasaan antara tujuan dan perilaku.
Kekeliruan ini, menurut Morgan (1986:44)
adalah karena akuntansi lebih didasarkan
pada metafora mekanistik atas organisasi.
Hasil pemikiran itu tercermin dalam anggar-

an yang mereka susun sebagai realitas so-
sial sangat ditentukan oleh sikap mental dan
moralitas mereka.

Realitas sosial merupakan konstruksi
sosial yang diciptakan manusia, sehingga
kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi
yang berlaku sesuai dengan konteks spesifik
yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Ma-
nusia dalam banyak hal memiliki kebebasan
untuk bertindak di luar batas kontrol struk-
tur dan pranata sosialnya, di mana individu
berasal. Dalam membahas struktur sosial,
dikenal dua konsep penting yaitu status dan
peran (role). Linton (1968:358) mendefinisi-
kan kedua konsep tersebut sebagai berikut
status adalah “a collection of rights and du-
ties” (suatu kumpulan hak dan kewajiban),
sedangkan peran adalah “the dynamic as-
pect of a status”. Menurut Linton seseorang
menjalankan peran manakala ia menjalan-
kan hak dan kewajiban yang merupakan
statusnya. Kondisi ini sangat berpengaruh
dalam penentuan paradigma penelitian
ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial sebagai
salah satu cabang ilmu pengetahuan beru-
saha mencari penjelasan tentang kehidupan
manusia, khususnya tentang kausaliteit ke-
hidupan sosial (Charon,1998:15-17). Tujuan
ilmu-ilmu sosial adalah untuk mengungkap-
kan kausaliteit kehidupan sosial (Littlejohn,
1992:15).

Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya
sosiologi, terdapat dua pembagian utama,
misalnya berdasarkan pokok pembahasan-
nya, yaitu sosiologi makro dan sosiologi mi-
kro. Ada juga yang menyebutkan pembagian
antara tata makro (macro-order) dan tata
mikro (micro-order), perspektif struktural
atau makrososial dan perspektif kehidupan
sehari-hari atau mikrososial, jenjang makro
dan jenjang mikro. Dalam konteks makro,
ilmu atau teori sosial lebih melihat masyara-
kat sebagai suatu keseluruhan dan meletak-
kan fokus pada saling ketergantungan antara
bagian-bagian masyarakat. Di samping itu,
perspektif makro lebih memandang hubun-
gan-hubungan antar kelompok, pola-pola
organisasi yang komprehensif, serta komu-
nitas-komunitas masyarakat dengan segala
masalah yang menyertainya, yakni struktur-
struktur institusional. Dalam konteks mikro
yang diamati adalah persoalan interaksi-in-
teraksi yang terpola, perilaku peran, tinda-
kan-tindakan dan komunikasi yang dapat
diamati, kelompok-kelompok primer dan
hubungan-hubungan antar manusia dalam
kelompok-kelompok terorganisasi serta ins-
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titusi-institusi (Sunarto, 1985:ix).

Dalam penelitian ini permasalahan
atau fokus kajian lebih pada perilaku peran,
interaksi antar manusia (individu), serta tin-
dakan-tindakan dan komunikasi yang dapat
diamati dalam masyarakat, maka lebih
bersifat mikro. Karena itu, pendekatan atau
perspektif yang digunakan untuk menelaah
permasalahan yang diangkat sesuai dengan
perspektif mikro, dalam hal ini adalah pers-
pektif atau teori interaksionisme simbolik.

Berdasarkan fenomena di atas, peneli-
tian ini mengkaji mengenai perilaku kuasa
eksekutif dan legislatif dalam proses penyu-
sunan anggaran Pemerintahan Daerah Kota
Mayapada. Melalui penelitian ini, peneliti
ingin memperoleh gambaran yang lebih nya-
ta dan pasti mengenai siapa di balik kekua-
saan dalam dalam proses penyusunan ang-
garan Pemerintahan Daerah itu; bagaimana
kehidupan dan perilaku mereka; bagaimana
mereka berpikir dan mengambil keputusan;
serta orang-orang lain di sekitar mereka. Ke-
semua aspek itu mungkin saja sangat ber-
pengaruh pada perilaku kuasa eksekutif dan
legislatif dalam praktik pengambilan kepu-
tusan proses penyusunan anggaran Pemerin-
tahan Daerahyang selama ini berjalan.

Satu hal yang ingin peneliti tekankan,
bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan un-
tuk mengetahui bagaimana struktur pem-
buatan ”praktik kebijakan” dalam proses pe-
nyusunan anggaran Pemerintahan Daerah.
Namun lebih menekankan bagaimana kesa-
daran eksekutif dan legislatif dalam proses
penyusunan anggaranPemda Kota Mayapa-
da yang berhubungan dengan kekuasaannya
masing-masing. Tujuan dari penelitian ini
untuk memahami perilaku kuasa eksekutif
dan legislatif dalam proses penyusunan ang-
garanPemerintahan Daerah Kota Mayapada
menggunakan pendekatan kualitatif-inter-
pretif dengan metodologi interaksionisme
simbolik.

METODE

Uraian pada bagian ini bertujuan untuk
menjelaskan pentingnya suatu pendekatan
penelitian alternatif dalam menjelajahi ranah
sosial di balik “praktik kebijakan” anggaran
daerah. Pertama, menguraikan pendekat-
an yang digunakan dalam penelitian ini.
Kedua, menjelaskan penentuan paradigma
yang digunakan dalam penelitian ini. Ketiga,
menjelaskan interaksionisme simbolik yang
digunakan sebagai metode yang digunakan
dalam penelitian ini. Terakhir peneliti akan

menguraikan perspektif teori interaksionis-
me simbolik yang digunakan dalam peneliti-
an ini dan ringkasan.

Riset-riset yang berkaitan dengan
aspek keperilakuan telah dilakukan se-
jak tahun 1950-an. Dimulai dari riset oleh
Argyris pada tahun 1952 yang telaahnya
menghubungkan akuntansi dengan aspek
keperilakuan. Bidang akuntansi tidak ha-
nya merupakan bagian dari dunia empiris,
tetapi dibentuk oleh kepentingan dan latar
belakang teoritis yang dimiliki oleh peneli-
ti. Sebagai seorang yang memainkan suatu
peranan sosial dalam masyarakat, peneliti
terikat kepada norma-norma, aturan-aturan
tertentu dan keyakinan, serta pandangan
dan sikap dari informan (Muhadjir,2000:12).
Semua hal tersebut, dapat langsung mem-
pengaruhi perasaan, keyakinan, pandangan
dan sikapnya sendiri, sehingga dapat mem-
pengaruhi sifat dari data yang dikumpulkan
dan fakta-fakta yang ditanyakan. Kendati
demikian, disadari bahwa pekerjaan untuk
menghubungkan data dengan teori dalam
rangka menganalisis data dan menjawab
pertanyaan penelitian tampaknya menuntut
kearifan yang luar biasa.

Penjelasan teoritis yang ingin dibangun
(berdasarkan data) mementingkan pers-
pektif, definisi, dan interpretasi partisipasi
itu sendiri, maka diperlukan satu pende-
katan penelitian tersendiri yang arah dan
tujuannya kepada pemahaman terhadap su-
atu masalah. Pemahaman tersebut berdasar-
kan perspektif (termasuk definisi dan inter-
pretasi) para pelaku di situs penelitian sesu-
ai dengan arah dan tujuan yang tepat, maka
dapat menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif.

Dasar pemikiran menggunakan pende-
katan kualitatif dengan maksud untuk me-
mahami fenomena yang aktual mengenai
apa yang terjadi pada aktor (baik eksekutif
maupun legislatif) di balik “praktik kebijakan
anggaran” pada saat ini. Fenomena tersebut
seperti perilaku, persepsi, pikiran, tindakan,
motivasi dan lain sebagainya. Keseluruhan
dari hal tersebut, digambarkan dalam ben-
tuk kata-kata dan bahasa yang spesifik
dan alami dengan menggunakan berbagai
metode. Dengan demikian, pendekatan kua-
litatif berusaha memahami beragam peris-
tiwa dan interaksi manusia dalam situasi
yang khusus. Artinya, pendekatan kualitatif
menekankan aspek subjektif dari perilaku
untuk mengerti apa dan bagaimana makna
dari berbagai peristiwa kehidupan mereka
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sehari-hari dibentuk.

Hughes (1990:89-90) mengemukakan
bahwa penelitian kualitatif diakui sebagai
suatu pendekatan alternatif (terhadap pen-
dekatan penelitian kuantitatif-konvensional
yang positivistik) untuk bisa memahami fe-
nomena sosial menurut apa yang dipikirkan,
diyakini, dimengerti oleh para pelakunya. Hal
tersebut sejalan dengan paradigma definisi
sosial yang memandang tindakan manusia
tidaklah mekanistik (sepenuhnya ditentu-
kan oleh struktur), melainkan lebih ditentu-
kan oleh makna atau definisi yang diberikan
(kepada sesuatu) oleh para pelakunya. Pa-
radigma yang demikian itu sejalan dengan
pernyataan terkenal W. I. Thomas bahwa
jikaseseorang mendefinisikan situasi seba-
gai kenyataan, dengan tanpa melihat keaku-
ratan dari definisi itu, hal ini nyata terlihat
dalam konsekuensinya (Chafetz,1987:39).
Cara terbaik untuk memahami dunia makna
atau dunia definisi para pelaku (partisipan)
adalah melalui apa yang oleh Weber disebut
dengan verstehen (Chafetz, 1987:39).

Paradigma definisi sosial itu sendiri, da-
lam buku-buku teks sosiologi (Ritzer, 1980)
dinyatakan semacam ”payung” tempat ber-
naung sejumlah teori yang tergolong inter-
aksionisme (interaksionisme simbolik, feno-
menologi, dan etnometodologi). Dalam pene-
litian ini, sesuai dengan masalah dan tujuan
penelitian yang telah disebutkan sebelum-
nya, menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif-interpretif, dengan menerapkan
perspektif teoritis interaksionisme simbolik.

Dalam perkembangannya riset-riset
akuntansi keperilakuan cenderung menggu-
nakan asumsi yang berbeda dengan yang
digunakan oleh aliran-aliran lainnya. Aliran-
aliran tersebut ternyata telah mampu mem-
bawa akuntansi keluar dari belenggu posi-
tivis paradigm. Kemampuan tersebut mulai
memfokuskan diri dengan menekankan pada
aspek sosial dan fungsi utama akuntansi
sebagai media simbolis dan realitas sosial.
Akuntansi termasuk didalamnya anggaran
adalah bagian dari ilmu sosial. Upaya untuk
memahami perilaku manusia secara sistem-
atik, termasuk juga upaya untuk mempre-
diksinya perlu dilakukan melalui aliran sosio-
logis (Defleur,1971:2). Pendekatan sosiologis
selalu tertarik pada upaya mencari tahu
tentang sebab-sebab individu melakukan
suatu tindakan (Charon,1995:20-21; dan
Nagel,1961:19).

Burrell dan Morgan (1979) membuat
suatu pemetaan paradigma sosiologis yang

dapat membantu kita memahami “cara pan-
dang” berbagai aliran dan teori ilmu-ilmu
sosial. Peta yang digunakan dengan menem-
patkan empat pandangan yang berbeda
mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyara-
kat yang didasarkan pada anggapan-angga-
pan meta-teoritis. Paradigma tersebut terdiri
dari humanis radikal, strukturalis radikal, in-
terpretatif, dan fungsionalis. Keempat para-
digma ini merupakan cara mengelompokkan
kerangka berpikir seseorang dalam suatu
teori sosial dan alat untuk memahami me-
ngapa pandangan-pandangan dan teori-teori
tertentu dapat lebih menampilkan sentuhan
pribadi dibanding yang lain. Demikian juga
alat untuk memetakan perjalanan pemikiran
seseorang mengenai teori sosial yang diguna-
kan dalam memecahkan persoalan sosial.

Teori sosial yang digunakan dalam
ilmu pengetahuan (knowledge) dibangun
berdasarkan asumsi-asumsi filosofis yang
memiliki dasar berpikir tentang ontologi
dunia sosial (realisme vs nominalisme),
epistemologi (positivisme vs anti-postivisme),
aksiologi (baik vs buruk), sifat (hakikat) ma-
nusia (determinisme vs voluntarisme), dan
metodologi (nomothetik vs ideografik) (lihat
Burrell dan Morgan,1979; Chua,1986:603;
Suriasumantri,2003: 105). Dasar berpikir
tentang ontologi ini berhubungan dengan
hakikat atau sifat dari realitas atau objek
yang akan diinvestigasi. Sementara episte-
mologi berhubungan dengan sifat dari ilmu
pengetahuan,bentuk dari ilmu pengetahuan
tersebut, bagaimana mendapatkan serta
menyebarkannya. Epistemologimemberikan
perhatian terhadap bagaimana cara untuk
menyerapilmu pengetahuan dan mengomu-
nikasikannya. Dengan demikian, maka yang
harus disadari adalah bahwasudut pandang
seseorang terhadap realitas (ontologi akan
mempengaruhi bagaimana ia memandang
sesuatu hal yang pada akhirnya mempeng-
aruhi cara didalam memperoleh, mengkons-
truksi dan mengembangkan ilmu pengeta-
huan secara benar (epistemologi).

Apabila kita mengacu pada epistemologi
tersebut, maka sekaligus akan menyadarkan
kita tentang kemungkinan adanya perbedaan
dalam memahami dan memaknai ilmu peng-
etahuan. Perbedaan dalam memahami dan
memaknai ilmu pengetahuan disebabkan
oleh adanya berbagai paradigma dalam hal
ontologi, aksiologi dan bahkan epistemologi
itu sendiri. Perbedaan dalam ontologi dan ak-
siologi, akan menimbulkan perbedaan dalam
epistemologi. Epistemologi yang menyebab-
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kan (perlunya) perbedaan paradigma, yang
kemudian melahirkan berbagai metode dan
paradigma. Dengan demikian, metode dan
paradigma akan mempengaruhi metodologi
untuk mencapai tujuannya dalam menemu-
kan, mengkonstruksi dan mengembangkan
serta membangun ilmu pengetahuan.

Metodologiuntuk mencapai tujuan
dalam setiap paradigma memiliki karakter
yang berbeda dan unik. Karakter ini secara
implisit menginformasikan bahwa satu para-
digma tidak dapat digunakan untuk menye-
lesaikan semua persoalan keilmuan dan per-
soalan praksis. Karena masing-masing para-
digma dengan kekhasan yang dimilikinya
hanya mampu menyelesaikan persoalan-
persoalan tertentu saja. Artinya bahwa peng-
gunaan paradigma tertentu akan menghasil-
kan suatu kesimpulan tertentu, sehingga
akan berbeda hasil kesimpulannya apabila
menggunakan paradigma yang lain. Deng-
an demikian, Kedudukan paradigma dalam
penelitian realitas sosial menjadi satu hal
yang penting. Penentuan paradigma dalam
penelitian ini menggunakan paradigma in-
terpretif. Paradigma interpretif menekankan
bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan
untuk memahami realitas dunia apa adanya,
dalam beberapa hal paradigma ini juga dise-
but sebagai paradigma konstruktif (Ludigdo,
2006; 52).

Dasar pemikiran peneliti menggunakan
paradigma interpretif karena lebih menekan-
kan pada peranan bahasa, interpretasi dan
pemahaman akan makna dari realitas yang
diturunkan dari wawasan filosofi Jerman (li-
hat Chua,1986). Burrel dan Morgan (1979)
berpendapat bahwa paradigma ini meng-
gunakan cara pandang para nominalis dari
paham nominalism yang melihat realitas so-
sial sebagai sesuatu yang tidak lain adalah
label, nama atau konsep yang digunakan
untuk membangun realitas. Atas dasar ini-
lah, para nominalis memandang bahwa se-
sungguhnya tidak ada sesuatu yang nyata.
Akibatnya, nama-nama hanya dianggap se-
bagai kreasi artifisial yang kegunaannya ter-
gantung pada kecocokannya untuk mendes-
kripsikan, memberi arti, dan menegoisasikan
sesuatu atau dunia luar (external world).

Paradigma interpretif bertujuan untuk
mengetahui aktualisasi, realitas sosial dan
persepsi manusia melalui pengakuan me-
reka yang mungkin tidak dapat diungkapkan
dalam penonjolan pengukuran formal atau
pertanyaan penelitian yang telah dipersiap-
kan terlebih dahulu. Secara ontologi para-

digma interpretif menuntut pendekatan ho-
listik, mendudukan objek penelitian dalam
suatu konstruksi ganda dan melihat objek
dalam konteks natural bukan parsial.
Padasisilain, dalam aspek epistemologi-
nya menuntut bersatunya objek penelitian
dengan subjek pendukung objek penelitian.
Dengan kata lain hubungan peneliti dengan
objek bersifat interaktif melalui pengamatan
langsung terhadap aktor sosial. Pengamatan
tersebut dilakukan dalam setting yang alam-
iah agar dapat memahami dan menafsirkan
bagaimana aktor sosial tersebut mencip-
takan dunia sosial dan memeliharanya.
Keterlibatan dan penghayatan subjek
peneliti di lapangan sangat menentukan ke-
berhasilan ini, serta menolak rerangka teori
sebagai persiapan penelitian. Rerangka-re-
rangka epistemologis dalam paradigma inter-
pretif, khusus untuk menjelaskan gejala-ge-
jala perilaku kemanusiaan yang tidak dapat
dijangkau oleh pendekatan positivistik em-
piris. Gejala-gejala perilaku khusus manusia
yang bersifat unik itu memang einmalik dan
ideografik. Para pakar pendekatan interpre-
tif berpendapat bahwa tingkah laku manusia
dalam konteks sosial hanya dapat dipahami
melalui pemahaman yang mendalam ter-
hadap makna yang diberikan oleh individu
manusia itu sendiri. Hanurawan (2005) ber-
pendapat bahwa gejala-gejala perilaku manu-
sia dapat dijelaskan secara memadai, apabila
peneliti dapat memahami secara mendalam
makna perilaku itu berdasarkan pada sudut
pandang subjektif partisipan penelitian.
Sebagaimana telah diungkapkan sebe-
lumnya bahwa penelitian ini menggunakan
pendekatan interaksionisme simbolik seba-
gai metodenya. Interaksi simbolik merupa-
kan pendekatan induktif untuk memahami
perilaku manusia (Wallace & Wolf, 1986:
218). Kaum interaksionis percaya bahwa dis-
kripsi mendalam mengenai interaksi sosial
seharusnya menjadi tujuan pokok ilmu-ilmu
sosial (Charon, 1998: 212). Untuk itu, diper-
lukan pemahaman tentang makna di balik
setiap interaksi yang terjadi, proses individu
merumuskan situasi dan makna objek sosial
yang dihadapinya (lihat Freund,1969:94;Mu
hadjir,2000:190-1; Triyuwono,2000:115-7).
Selanjutnya, Blumer (1969:1) menyata-
kan bahwa Interaksi simbolik merupakan
suatu perspektif ilmiah untuk memahami
kehidupan masyarakat dan perilaku manu-
sia. Perspektif ini berdasarkan pandangan
bahwa manusia adalah sosok yang aktif dan
kreatif,senantiasa terlibat dalam interaksi
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sosial dengan orang-orang atau lingkungan-
nya, disamping dengan diri sendiri. Setiap
tindak (action) yang dilakukannya selalu di-
dasarkan atas keputusan yang diambil saat
itu. Keputusanmana didasarkan atas pema-
haman makna objek! atau definisi situa-
si tempat tindakan berlangsung. Dengan
demikian, makna objek dan definisi situasi
diperoleh dari hasil interaksi individu deng-
an diri-pribadi, dan dengan orang lain yang
juga mempunyai kepentingan dengan obyek
tersebut.

Dalam penelitian ini interaksi sim-
bolik (peneliti) berhubungan dengan bagai-
mana eksekutif dan legislatif (komunitas)
menginterpretasikan tiap isyarat pihak lain
dan melakukan aktivitas berdasarkan mak-
na dan hasil interpretasi dari isyarat terse-
but (Burrell dan Morgan,1979:78). Propo-
sisi paling mendasar dari interaksi simbolik
adalah perilaku dan interaksi manusia itu
dapat dibedakan karena ditampilkan lewat
simbol dan maknanya. Simbol merupakan
aspek penting yang memungkinkan orang
bertindak menurut cara-cara yang khas di-
lakukan manusia.

Selain itu juga, perspektif interaksi sim-
bolik dalam penelitian ini bertujuan untuk
memahami sifat interaksi dalam masyarakat,
yakni sebagaimana dikemukakan Charon
(1979:23) bahwa aktivitas sosial yang secara
dinamis terjadi di antara individu-individu.
Individu juga sebenarnya memiliki kehendak
(will) dan kemampuan untuk menganalisis
situasi, mempertimbangkan segala alternatif
yang ada dan masing-masing konsekuensi
bisa ditimbulkannya, serta mengambil kepu-
tusan untuk bertindak. Dalam interaksi in-
dividu-individu biasa mengalami perubahan,
bertindak satu sama lain, saling mempertim-
bangkan, bertindak, berpresepsi, mengin-
terpretasi, dan kemudian bereaksi. Hal ini
sejalan dengan pendapat Mead (1934/1972)
menyatakan bahwa manusia itu memben-
tuk wawasan melalui proses sosial. Melalui
proses sosial mereka mampu melakukan
tindakan, memperhatikan dan menginterpre-
tasikan tindakan sosial sebelum bertindak.
Disamping sebagai subjek juga dapat men-
jadi objek dari perbuatannya sendiri, persis
seperti ia bertindak terhadap objek sosial
lainnya karena manusia memiliki “diri” yang
merupakan sentral bagi perspektif interak-
sionisme simbolik.

Berikut merupakan pemaparan menge-

1 Objek dalam hal ini merupakan peristiwa atau kejadian

nai berbagai hal yang berkaitan dengan
rancangan penelitian. Dilanjutkan dengan
berbagai hal yang berkaitan dengan pemilih-
an lokasi penelitian. Kemudian dipaparkan
berbagai hal yang berkaitan dengan unit
analisis dan penentuan responden. Lebih
lanjut peneliti menggambarkan berbagai hal
yang berkaitan dengan pengalaman dalam
pengumpulan data yang meliputi proses me-
masuki ranah penelitian, ketika berada di-
lokasi penelitian,teknik pengumpulan data
dan meniliti keabsahan data dalam ketekun-
an. Terakhir, peneliti akan menguraikan
tentang teknik analisi data, etika deontolo-
gi dan etika teleologi sebagai pisau analisis
dan alur dalam pelaksanaan penelitian serta
ringkasan.

Salah satu bagian penting dalam kegi-
atan penelitian adalah menyusun rancangan
mengenai penelitian yang akan dilakukan.
Rancangan penelitian merupakan bagian
integral dari tahapan-tahapan dalam rang-
kaijan proses penelitian. Rancangan (design)
penelitian ini disusun melalui tahapan yang
saling berhubungan, yang secara ringkas
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kasus yang diteliti adalah kebijakan ang-
garan pada pemerintah kota Mayapada. Pe-
milihan kebijakan anggaran sebagai ob-
jek penelitian didasarkan atas beberapa
pertimbangan berikut: (1) Anggaran dae-
rah merefleksikan nilai dan tujuan sosial,
(2) Anggaran tidak dapat dimengerti tanpa
mengetahui ”context”, (3) Anggaran sebagai
sebuah realitas dibangun melalui interaksi
sosial

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah
dan DPRD Kota Mayapada, salah satu kota
yang berada di Propinsi Kalimantan Barat. Pe-
netapan lokasi penelitian dipilih sesuai dengan
permasalahan substantif dan layak, hal ini
sejalan dengan pemikiran Bogdan dan Taylor
(1993) bahwa lokasi yang layak dipilih untuk
diteliti adalah lokasi yang di dalamnya terda-
pat persoalan substantif dan teoritik.

Berdasarkan pada tema, perumusan
masalah dan tujuan penelitian, maka pene-
litian ini merupakan studi kasus yang ber-
sifat jamak dilakukan pada Kantor Pemer-
intah dan DPRD Kota Mayapada. Pemili-
han lokasi penelitian ditentukan secara
"purposive sampling” adalah berdasarkan
pada pertimbangan tujuan tertentu, dida-
sari beberapa pertimbangan sebagai beri-
kut: (1) Peneliti lebih mengenal medan dan
orang-orang pemerintah daerah, termasuk
pimpinannya, baik di eksekutif maupun di
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legislatif. Seperti dikemukakan oleh Patton
(1980), kedekatan peneliti dengan orang-
orang dan situasi yang diteliti merupakan
syarat penting untuk keberhasilan pene-
litian yang menggunakan metode kualitatif;
(2) Di lokasi penelitian memungkinkan pene-
liti untuk mendapatkan data dan informasi
yang diperlukan dalam penelitian kualitatif,
karena pemerintah kota setempat dapat me-
nerima dan siap membantu peneliti; (3) Do-
misili peneliti di Kota Mayapada yang relatif
dekat dengan lokasi penelitian memungkin-
kan untuk relatif efektif dan efisien dalam
melakukan penelitian karena dapat mengi-
kuti secara berkelanjutan mengenai feno-
mena yang terjadi di lapangan dan memeli-
hara kontinuitas komunikasi dengan subyek
utama penelitian; (4) Pemerintah kota yang
dipilih telah menerapkan anggaran berbasis
kinerja sejak tahun 2003 sesuai tuntutan
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan untuk
anggaran 2007 dan 2008, mereka dituntut
untuk mengacu Permendagri No. 13 Tahun
2006.

Persoalan pokok dalam memilih unit
analisis terletak pada apayang hendak diteliti
dan apa tujuan penelitian (Patton,1980:100).
Dalam penelitian ini yang hendak diteliti
adalah kesadaran para eksekutif dan legis-
latif dalam berinteraksi di balik “praktik kebi-
jakan”penganggaran. Tujuan dari penelitian
ini untuk memahami praktikperilaku kuasa
eksekutif dan legislatif dalam proses penyu-
sunan anggaran pemerintahan daerah

Untuk mencapai tujuan penelitian, dan
sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan
oleh pendekatan kualitatif, maka unit anali-
sis penelitian adalah tindakan, baik tindak-
an eksekutif terhadap masyarakat, maupun
tindakan legislatif terhadap masyarakat.

Konkretnya, unit analisisnya adalah in-
dividu, di samping dokumen. Individu yang
berinteraksi dan dokumen sebagai produk
dari interaksi. Dalam penelitian ini, unit
analisis adalah individu dan situasi sosial.
Pertama, unit analisis individu sebagai aktor
yang terlibat dalam proses perencanaan dan
penganggaran daerah, dengan kriteria :

1. Kelompok eksekutif terdiri dari Sekretaris
Daerah Kota Mayapada, Asisten Pemerin-
tah dan Pembangunan, Asisten Adminis-
trasi dan Umum, Sekretaris DPRD Kota
Mayapada, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepa-
la Badan Pengelolaan Keuangan dan Ke-
kayaan Daerah (BPKKD), Kepala Bagian
Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Unit

Kerja (Dinas/Badan/Kantor), serta pani-
tia anggaran eksekutif, Camat, Sekretaris
Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Bagian/Seksi (Dinas/Badan/Kantor),
Mantan Sekretaris Daerah Kota Maya-
pada, Mantan Kabag Ekonomi dan Pem-
bangunan, di mana mereka ini masih ter-
libat langsung dalam proses penyusunan
APBD tahun 2008.

2. Kelompok legislatif terdiri dari Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Kota Mayapada, Ketua
Fraksi, Ketua Komisi, Panitia Anggaran
Legislatif, dan Anggota DPRD yang masih
aktif maupun yang sudah tidak menjabat
(mantan).

3. Kelompok masyarakat terdiri dari Ketua
LPM, Ketua RW/RT, Ketua Penggerak
PKK Kecamatan, Tokoh Masyarakat, To-
koh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga So-
sial Masyarakat (LSM), Akademisi, Para
Pakar, Konsultan dan Masyarakat Biasa.

Kedua, unit analisis yang berupa situ-
asi sosial, meliputi : situasi di mana para
informan berada, apakah di kantor, ketika
berkumpul di tempat tertentu misal kantin,
diskotik, gedung olah raga, dan kolam re-
nang dan lain-lain, berbincang-bincang san-
tai di rumah atau di tempat lain pada saat
mereka secara kebetulan mempunyai waktu

senggang.
Sesuai informasi dan peroleh-
an data yang diberikan di atas, maka

pengambilan sampel informan menggunakan
purposive sampling. Alasan menggunakan
purposive sampling adalah bahwa data yang
dicari berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati
serta dokumen yang berkaitan dengan pro-
ses APBD. Di sisi lain penentuan sampel in-
forman harus memenuhi kreteria kualitas,
bukan sekedar keterwakilan populasi se-
perti yang disampaikan oleh Strauss (1987).
Teknik penentuan informan pertama ini di-
awali dari seseorang yang dianggap lebih
banyak mengetahui permasalahan peneli-
tian yang disebut informan kunci, dalam hal
ini adalah Sekretaris Daerah dipilih secara
purposive sampling.

Alasan dipilihnya Sekretaris Daerah
sebagai informan awal, karena status dan
perannya dalam proses penyusunan dan
penetapan APBD bertindak sebagai ketua
Tim Anggaran Eksekutif. Alasan pemilihan
secara purposive sampling ini didasarkan
atas subjek yang dianggap mengetahui dan
menguasai permasalahandan memiliki data
yang akurat. Penentuan informan selanjut-
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nya menggunakan teknik snowball sampling,
karena penentuan informan yang dilakukan
bersamaan dengan penggalian data melalui
wawancara mendalam dari seorang infor-
man ke informan lainnya dan seterusnya
sampai peneliti tidak menemukan informasi
baru lagi, atau sudah jenuh, atau sampai
informasi tidak berkualitas lagi.

Berkaitan dengan proses pengumpulan
bahan-bahan empirik dalam penelitian ini,
maka peneliti melakukan kolaborasi metode
dengan maksud tidak mengesampingkan
keutamaan dalam pengamatan dan doku-
mentasi. Pengumpulan bahan-bahan em-
pirik dilakukan dengan menekankan kepada
proses dan bukan pada hasil. Oleh karena-
nya, data yang diambil sebagai bahan untuk
menganalisis dilakukan dengan mengikuti
proses perencanaan dan penganggaran dae-
rah yang dimulai dari Musyawarah Perenca-
naan Pembangunan (Musrenbang) sampai
dengan penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

Secara spesifik data yang diambil
adalah data emik (tampak dalam dari manu-
sia, persepsi, mindset, sikap, kepercayaan,
prasangka, prinsip-prinsip hidup, pengalam-
an, sudut pandang, tindakan dan pikiran)
sebagai data utama, sedangkan data sensual
(berupa data sukender yang dapat disensor)
sebagai data pendukung. Data emik tersebut
dimaksudkan untuk mendalami proses dan
pengalaman serta untuk memahami per-
sepsi maupun konteks keadaan dari pihak
terteliti. Oleh karena itu pengambilan data
dilakukan dengan menggunakan rancangan
yang fleksibel agar informasi sesuai dengan
keinginan dapat diperoleh. Untuk mencapai
tingkat pemahaman sedemikian itu tentunya
memerlukan cara penggalian data yang han-
dal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
penjelasan ini akan diuraikan secara rinci
sebagai berikut.

Proses pengumpulan data dan infor-
masi dalam tahap awal ini dapat berjalan
mulus. Selanjutnya peneliti perlu menyiap-
kan segala sesuatu yang diperlukan baik
kelengkapan administratif ataupun semua
persoalan yang berhubungan dengan setting
dan subjek penelitian. Pada tahap ini, awal-
nya peneliti bertemu teman untuk mendapat-
kan informasi dan cara untuk memperoleh
izin penelitian. Berkaitan dengan hal di-
maksud, lalu peneliti diberitahukan bahwa
dalam waktu dekat ada proses pelaksanaan
Musrenbang di beberapa tempat di Kota
Mayapada.

Setelah mendapat izin secara lang-
sung dari Walikota peneliti mulai melaku-
kan pendekatan awal dengan beberapa staf.
Dengan maksud untuk dapat membantu
peneliti dalam menyediakan data-data yang
dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti berusaha
melakukan hubungan pribadi yang akrab.
Tujuannya adalah untuk memperoleh in-
formasi yang valid dan akurat. Hal tersebut
dilakukan untuk menangkap makna intisari
dari berbagai informasi yang diperoleh ber-
dasarkan hubungan etik, simpatik sampai
hubungan menjadi luwes.

Sebagaimana dinyatakan di muka,
bahwa penelitian kualitatif melibatkan ma-
nusia (peneliti) sebagai instrumen utama.
Untuk itu, jalan dan proses yang efektif
dalam metode pengumpulan data yang dila-
kukan pada penelitian ini adalah observasi
atau pengamatan, wawancara sebagai data
utama, sedangkan teks dan dokumentasi se-
bagai data pendukung.

Observasi atau pengamatan dilakukan
untuk menemukan data objektif secara fe-
nomenal dengan tanpa memberitahu atau
diketahui oleh informan atau obyek yang
teramati. Teknik ini dilakukan pada bebera-
pa tempat dan situasi, baik secara terencana
maupun tidak sesuai dengan kebutuhan data
yang relevan dengan fokus penelitian. Hal-
hal yang diamati antara lain: ungkap verbal,
persepsi, sikap, dan tindakan, baik secara
perorangan maupun kelompok, misalnya
pada saat Musrenbang, Penyusunan, Pemba-
hasan sampai dengan penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pada saat
mereka istirahat baik di kantor, diskotik, ge-
dung olah raga, kolam renang, kafe maupun
di rumah dengan berbincang-bincang santai
baik terencana maupun tidak terencana.

Teknik wawancara mendalam dila-
kukan dengan maksud agar bisa mengeks-
plorasi isu-isu kompleks yang tersembunyi di
sanubari seseorang berkaitan dengan peng-
alaman masa lampau, masa kini, dan masa
depan, dan dapat digunakan untuk meng-
hindari kesalahan dalam pengambilan kepu-
tusan. Untuk menangkap hal-hal tersebut,
maka diperlukan wawancara tak terstruktur
yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai
segi dan arah guna mendapat informasi yang
selengkap mungkin dan semendalam mung-
kin. Dengan demikian, maka upaya teori
interaksionisme simbolik untuk memahami
fenomena sosial yang tengah diteliti bisa ter-
penuhi secara memadai. Sesuai dengan itu,
peneliti perlu memerankan diri selaku ins-
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trumen utama. Oleh sebab itu, wawancara
mendalam dimaksudkan untuk memburu
makna yang tersembunyi di balik “angka”
dalam anggaran sebagai sesuatu fenomena
sosial dapat dipahami secara jelas dan utuh.
Adapun mereka yang diwawancarai adalah
kelompok eksekutif, kelompok legislatif, dan
kelompok masyarakat. Pada teknik ini digu-
nakan alat bantu seperti buku catatan, tape
recorder, dan handycam.

Analisis teks dan dokumentasi, dalam
hal ini dilakukan dengan mengambil foto-
foto situasi, baik pada saat Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
Penyusunan, Pembahasan sampai dengan
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah (APBD), serta wawancara. Di sam-
ping itu dokumentasi diperoleh dari berbagai
sumber, seperti penelusuran buku-buku,
jurnal-jurnal ilmiah melalui internet, koran,
tabloid, buletin, dan majalah. Beberapa teks
dan dokumen lainnya:

a. Perundang-undangan: Konstitusi Ne-
gara (UUD 1945 yang diamandemen),
UU, PP, Perpres, Permen, Surat Edaran
Menteri, Surat Edaran Bersama (SEB),
Peraturan Daerah (Perda), dan Pera-
turan Walikota, Surat Dinas dan Nota
Dinas Walikota.

b. Dokumen-dokumen perencanaan:
RKP, RKPD, RPJM, RPJMD, RPJP, RP-
JPD, dokumen-dokumen Musrenbang
Tingkat kelurahan (Musrenbangkel),
Musrenbang Tingkat kecamatan (Mus-
renbangcam), Musrenbang Forum
SKPD, Musrenbang Tingkat Kota (Mus-
renbangko), dan Musrenbang Tingkat
Propinsi.

c. Dokumen-dokumen penganggaran:
KUA, RAPBD Kota Mayapada, APBD
Kota Mayapada, Nota keuangan, No-
tulen dan Risalah Rapat Pembahasan
RAPBD, dan Dokumen hasil rapat
pembahasan RAPBD.

d. Sambutan, pengarahan dan per-
nyataan Presiden, Menteri, Gubernur,
dan Walikota yang berhubungan deng-
an perencanaan dan penganggaran.

e. Hasil rekaman dan foto.

Seperti telah diuraikan sebelumnya
bahwa penelitian ini menggunakan metode
yang mendasarkan kepada tradisi Interak-
sionisme Simbolik.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian
yang berkaitan dengan kesadaran para ekse-
kutif dan legislatif dalam berinteraksi di ba-
lik “praktik kebijakan” anggaran daerah ber-
dasarkan temuan penelitian, analisis dilaku-

kan dengan mendasarkan tiga asumsi dasar
menurut Blumer (1969:2) sebagai berikut:

(1) . . . Manusia bertindak terha-
dapsuatuobjek berdasarkan mak-
na-makna yang ada pada sesuatu
itu bagi mereka; (2). . . Makna itu
diperoleh dari hasil interaksi so-
sial yang dilakukan seseorang
dengan orang lain; dan (3)...Mak-
na-makna tersebut disempur-
nakan di saat proses interaksi
sosial sedang berlangsung digu-
nakan oleh seseorang dalam ber-
hadapan dengan sesuatu yang
ditemuinya.

Dengan memasukkan realitas sosial
empiris, temuan-temuan tersebut akan di-
analisis dan ditunjukkan dalam kerangka
kerja interaksionisme simbolik. Sehubung-
an dengan itu seorang peneliti harus mam-
pu untuk memahami dan mengaplikasikan
realitas tersebut secara sistematis dan logis,
sehingga diperlukan wawasan yang luas un-
tuk bisa mengungkapkan fakta empiris se-
cara jelas. Berkaitan dengan itu, Mulyana
(2004:71-3) menjelaskan interaksi simbolik
sebagaimana dipaparkan berikut.

Individu merespon suatu situasi simbo-
lik. Mereka merespon lingkungan, termasuk
objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku
manusia) berdasarkan makna yang dikan-
dung komponen-komponen lingkungan ter-
sebut bagi mereka. Ketika mereka meng-
hadapi suatu situasi, respons mereka tidak
bersifat mekanis, tidak pula ditentukan oleh
faktor-faktor eksternal; alih-alih, respons
mereka bergantung pada bagaimana mereka
mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam
interaksi sosial. Jadi, individulah yang di-
pandang aktif untuk menentukan lingkung-
an mereka sendiri.

Makna adalah produk interaksi sosial,
karena itu makna tidak melekat pada objek,
melainkan dinegosiasikan melalui pengguna-
an bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan
karena manusia mampu menamai segala
sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan
atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran ob-
jek fisik, tindakan atau peristiwa itu), na-
mun juga gagasan yang abstrak. Akan teta-
pi, nama atau simbol yang digunakan untuk
menandai objek, tindakan, peristiwa atau
gagasan itu bersifat arbitrer (sembarangan).
Artinya apa saja bisa dijadikan simbol dan
karena itu tidak ada hubungan logis an-
tara nama atau simbol dengan objek yang
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dirujuknya, meskipun kita terkadang sulit
untuk memisahkan kedua hal itu. Melalui
penggunaan simbol itulah manusia dapat
berbagi pengalaman dan pengetahuan ten-
tang dunia.

Makna yang diinterpretasikan individu
dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan
dengan perubahan situasi yang ditemukan
dalam interaksi sosial. Perubahan interpre-
tasi dimungkinkan karena individu dapat
melakukan proses mental, yakni berkomuni-
kasi dengan dirinya sendiri. Manusia mem-
bayangkan atau merencanakan apa yang
akan mereka lakukan. Dalam proses ini,
individu mengantisipasi reaksi orang lain,
mencari alternatif-alternatif ucapan atau
tindakan yang akan ia lakukan. Individu
membayangkan bagaimana orang lain akan
merespons ucapan atau tindakan mereka.
Proses pengambilan-peran tertutup (covert
role-taking) itu penting, meskipun hal itu ti-
dak teramati. Oleh karena itu, kaum interak-
sionis simbolik mengakui adanya tindakan
tertutup dan tindakan terbuka, menganggap
tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari
tindakan tertutup.

Dengan tetap merujuk pada pemaparan
di atas, proses analisis data dilakukan se-
cara kualitatif dapat dilakukan secara ber-
samaan baik pada saat maupun setelah pe-
ngumpul-an data melalui observasi, wawan-
cara, dan dokumentasi. Dalam hal demikian
pendekatan kualitatif dimungkinkan lebih
dapat dilakukan, sehingga proses analisis
tidak perlu menunggu selesainya proses
pengumpulan data. Pendekatan kualitatif
ini lebih menekankan pada paradigma inter-
pretatif, karena ingin memahami apa yang
ada dibalik kesadaran individu subjek pene-
litian yaitu baik eksekutif maupun legislatif.

Sesuai dengan tujuan, rumusan dan
fokus penelitian yang telah ditetapkan di
muka, maka data yang berhasil dikumpul-
kan dideskripsikan, kemudian dianalisis
dan pada akhirnya diinterpretasikan. Anali-
sis data di lapangan dibedakan menjadi dua
bagian (1) bagian deskripsi yang berisi gam-
baran tentang latar belakang pengamatan,
tindakan dan pembicaraan, dan (2) bagian
reflektif yang berisi pendapat, gagasan, ko-
mentar, tafsiran, analisis, dan label yang di-
berikan oleh peneliti. Setelah meninggalkan
lapangan, hasil analisis yang diperoleh itu
dituangkan peneliti dalam bentuk transcripts
secara utuh. Transcripts kemudian dituang-
kan ke dalam “kartu penulisan catatan” un-
tuk mendapatkan kategori-kategori.

Pelibatan peneliti sebagai instrumen
bukan berarti menghilangkan esensi ma-
nusianya, tetapi kapasitas jiwa dan raganya
dalam mengamati, bertanya, melacak, me-
mahami, dan mengabstraksikan merupakan
alat penting dalam proses penelitian. Dalam
proses ini peneliti menempatkan diri sebagai
mitra bagi informan. Hal ini dimaksudkan
untuk menghindari terjadinya bias dalam in-
terpretasi subjektif peneliti. Dengan demiki-
an, maka kesimpulan atas hasil analisis data
yang diperolehpun selalu didiskusikan kem-
bali dengan informan yang bersangkutan.

Berangkat dari hal di atas, langkah ana-
lisis data ini bertujuan untuk memilah dan
menata data secara sistematis dari catatan
hasil wawancara mendalam, observasi (terli-
bat maupun tidak terlibat) dan studi doku-
mentasi yang telah dilakukan. Rencananya
analisis data dalam penelitian ini akan di-
lakukan dengan melakukan pengkajian dan
penyusunan secara sistematis semua trans-
krip wawancara mendalam, catatan lapang-
an, bahan-bahan lain yang dihimpun untuk
memperoleh deskripsi secara utuh tentang
proses perumusan penganggaran sektor
publik serta mengkomunikasikan apa yang
telah ditemukan dalam bentuk penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini di-
lakukan dengan menekankan kepada pro-
ses. Proses tersebut berkaitan dengan me-
lihat peran baik eksekutif maupun legislatif
dalam penyelenggaraan Musrenbang, peren-
canaan, penyusunan anggaran, pembahasan
serta penetapan anggaran sebagai data un-
tuk melakukan analisis. Proses analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini bersan-
dar pada apa yang dikembangkan Miles dan
Huberman (1984;15-21).

Pengumpulan data dilakukan berdasar-
kan hasil yang diperoleh melalui observasi,
wawancara, analisis teks dan dokumen.
Data-data tersebut sejak penjaringannya
telah dikelompokkan berdasarkan kategori
dan kode tertentu.

Dalam proses reduksi ini dilakukan
proses living in dan living out, artinya data
yang dinilai penting dimasukkan, sementa-
ra yang dinilai tidak penting tidak dipakai.
Reduksi data ini tidak dilakukan pada akhir
penelitian, akan tetapi dilakukan terus-
menerus selama proses pengumpulan data
berlangsung. Data yang berhasil dihimpun
dalam bentuk, catatan hasil wawancara,
catatan pribadi, catatan hasil observasi,
serta catatan lapangan tentu tidak dipakai
semua. Oleh karena itu dilakukan reduksi
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data yang merupakan proses perampingan
serta pemilahan data yang telah terkumpul
sehingga menjadi lebih sederhana. Data
yang direduksi untuk dipilih yang pokok dan
relevan dengan fokus penelitian dilakukan
melalui cara sebagai berikut :

Dalam membuat ringkasan kontak
peneliti membuat ringkasan setelah bebera-
pa kali dilakukan pengumpulan data. Ring-
kasan kontak berisi uraian singkat menge-
nai deskripsi dan analisis terhadap tahapan-
tahapan dan fenomena peranan eksekutif
maupun legislatif dalam setiap tahapan ke-
giatan perencanaan dan penganggaran dae-
rah secara sengkat dan detail. Ringkasan
kontak ini akan diupayakan untuk menye-
derhanakan data eksistensi yang sangat
banyak agar lebih mudah digunakan baik
dalam tahapan deskripsi maupun analisis
temuan penelitian.

Pengembangan sistem kategori peng-
kodean dilakukan untuk semua ringkasan
kontak dan ringkasan dokumen yang telah
dibuat dan diteliti secara lebih mendetail.
Penelaahan ini dimaksudkan agar upaya
mengidentifikasi semua proses tahapan ke-
giatan perencanaan dan penganggaran dae-
rah, dan data yang ditemukan di lapangan
yang menggambarkan tahapan proses kegi-
atan tersebut selanjutnya diberi kode. Kode-
kode ini akan digunakan untuk memudah-
kan pemilahan data, dengan memasukkan
ke dalam proses pemanfaatan berdasarkan
kepentingan deskripsi maupun analisis
temuan penelitian.

Data-data yang berupa catatan dari la-
pangan dibaca kembali, dipahami, diklasifi-
kasikan dan diedit untuk menentukan satu-
an-satuan data. Dalam situasi seperti ini
kadang muncul fenomena penting baik beru-
pa deskripsi maupun eksplanasi, sehingga
satuan data tersebut perlu diberi catatan
refleksi dan komentar peneliti. Catatan ini
penting untuk memahami konteks data dan
keperluan pemanfaatan data dalam proses
analisis temuan penelitian.

Penyajian data dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk menyederhanakan in-
formasi yang kompleks ke dalam bentuk
yang sederhana, selektif, serta membantu
memudahkan untuk memaknainya. Tahap
penyajian data dalam penelitian ini berben-
tuk uraian narasi. Hal ini masih di sesuai-
kan dengan jenis data yang terkumpul dalam
proses pengumpulan data yaitu berupa kata,
kalimat, dan paragraf.

Penyajian data

disusun berdasar

temuan penelitian dengan format menyesuai-
kan tahapan proses perumusan kebijakan
perencanaan dan penganggaran daerah.
Proses-proses dalam perumusan kebijakan
perencanaan dan penganggaran daerah akan
disajikan berdasarkan uraian deskriptif un-
tuk memahami bagaimana detail kegiatan
selama proses kebijakan berlangsung.

Pada bagian selanjutnya, disajikan des-
kripsitentang peran aktor (eksekutif maupun
legislatif) dalam setiap tahapan perumusan
kebijakan perencanaan dan penganggaran
daerah. Tujuan penyajian ini untuk mema-
hami peranan masing-masing aktor (ekseku-
tif dan legislatif), kecenderungan arah orien-
tasi sebagai hasil dari proses interaksi dan
kecenderungan karakter kebijakan sebagai
produk dari interaksi orientasi masing-ma-
sing stakeholder. Penyajian data merupakan
cara utama bagi analisis kualitatif yang valid,
sehingga penganalisis dapat melihat sesuatu
yang sedang terjadi, menentukan simpulan
dan pengambilan tindakan selanjutnya.

Verifikasi dilakukan dengan mengecek
simpulan dari proses perumusan kebijakan
perencanaan dan penganggaran daerah ini
benar-benar memenuhi asas validitas. Veri-
fikasi ini dilakukan dengan cara mencocok-
kan data tersebut berdasarkan data yang
berupa catatan-catatan yang telah dibuat
peneliti selama melakukan penarikan sim-
pulan awal selama penelitian berlangsung.

Setelah data diverifikasi, maka sekali-
gus dilakukan pengujian kredibilitas data,
transferabilitas, dependabilitas dan konfirm-
abilitas data yang akan dijadikan landasan
dalam melakukan penarikan simpulan
karena hasil penelitian kualitatif harus me-
menuhi empat kriteria ini. Setelah semua
proses analisis data selesai barulah dilaku-
kan penarikkan simpulan sebagai akhir dari
proses penelitian yang sesuai dengan fokus
dan tujuan penelitian. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak tahap
permulaan pengumpulan data, peneliti su-
dah berupaya untuk mencari makna, men-
catat keteraturan, pola-pola, konfigurasi-
konfigurasi, dan hubungan sebab akibat
yang mungkin dijadikan sebagai suatu sim-
pulan. Simpulan adalah intisari dari temuan
penelitian yang menggambarkan pendapat
terakhirberdasarkanuraian-uraian sebelum-
nya atau hasil keputusan yang diperoleh
berdasarkan metode berpikir induktif dan
deduktif.

Simpulan-simpulan yang masih long-
gar, tetap terbuka dan skeptis pada dasar-
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nya ini merupakan keputusan peneliti mem-
beri arti terhadap suatu data. Dalam kaitan
ini peneliti melakukan interpretasi terha-
dap makna dari berbagai data empirik yang
telah dikumpulkan dan dikategorikan secara
tematik sesuai dengan situasi lapangan. Tu-
juan dari proses verifikasi untuk memperoleh
informasi baik lisan maupun dokumentasi,
yang dilakukan secara dinamis dalam ber-
bagai situasi praktis di lapangan dan diluar
lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengada-
kan suatu peninjauan ulang pada catatan-
catatan lapangan. Dalam konteks ini, maka
suatu peninjauan ulang atas draf laporan
hasil penelitian perlu dilakukan pada be-
berapa informan dengan cara membaca dan
menelaahnya kembali. Dengan maksud un-
tuk memastikan kesesuaian data lapangan
dengan menjaga kredibilitas informan dan
institusinya. Maka dari itu, hasil akhir ini
dapat terhindar dari bias interpretasi sub-
jektif peneliti. Dengan demikian, format sim-
pulan ini berisi atas jawaban terhadap pro-
blem penelitian, implikasi hasil penelitian
baik secara teoritik maupun praktis dan
saran-saran yang bisa diajukan baik yang
sesuai dengan bidang ilmu maupun saran
praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan pada bagian awal peneli-
tian ini (bab empat, lima, enam dan tujuh)
menunjukkan bahwa perencanaan anggar-
an terkait dengan partisipasi masyarakat
yang terjadi adalah kurangnya perhatian
pemerintah terhadap kesejahteraan sosial
masyarakat. Hampir semua perundang-un-
dang yang lahir pada era reformasi, baik
menyangkut pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan secara umum, maupun bi-
dang perencanaan dan penganggaran dae-
rah mengamanatkan partisipasi. Di sisi lain,
usulan yang lahir dari publik masih sebatas
dijadikan “second options” dan belum men-
jadi prioritas kebijakan pemerintah.

Proses penyusunan anggaran merupa-
kan proses politik dan melibatkan berbagai
aktor terbukti masih oligharkis dan monopo-
listic sehingga tidak akuntabel. Para aktor
tersebut akan memanfaatkan posisinya un-
tuk menggunakan segala cara demi untuk
mencapai hasil (tujuan) yang optimal demi
kepentingannya maupun kelompok. Akibat-
nya kepentingan masyarakat akan terabai-
kan. Dengan kata lain, partisipasi perenca-
naan dan penganggaran belum mampu dija-
dikan sebagai konsep untuk melakukan re-

distribusi dan re-alokasi sumber daya pub-
lik bagi masyarakat, termasuk kemampuan
membangun hubungan baru dibidang sosial
dan politik. Hal ini tercermin dari tidak ada-
nya dampak terukur dari implementasi ang-
garan sesuai dengan dokumen perencanaan
sasarannya dan tidak efektif, tidak efisien
serta masih korup.

Perilaku dan kekuasaan baik para
eksekutif dan legislatif dalam praktik
penganggaran sektor publik tampak pada:

Perhelatan = musrenbang menemu-
kan bahwa partisipasi publik dalam proses
perencanaan dan penganggaran daerah se-
bagaimana telah di setting pemerintah me-
lalui musrenbang dan penjaringan aspirasi
masyarakat belum menghasilkan bentuk
partisipasi yang ideal. Partisipasi yang ter-
jadi justru partisipasi semu, tidak jelas arah
maupun hasilnya. Masyarakat sebagai stake-
holders merasa dan menilai dirinya hanya
sebagai objek partisipasi, bukan sebagai
subjek partisipasi. Subjek partisipasi tetap
saja didominasi oleh kelompok-kelompok elit
dari pihak eksekutif dan legislatif maupun
kelompok kepentingan lainnya.

Stakeholdersdalam kegiatan partisipasi
memiliki persepsi yang berbeda-beda, baik
terhadap proses partisipasi yang diharapkan
maupun terhadap pihak-pihak lain yang
terlibat di dalam proses partisipasi. Partisi-
pasi seperti musrenbang yang mewakili ber-
bagai kelompok organisasi kemasyarakatan
hanya dijadikan sebagai “medan magnit”.
Di sisi lain pelibatan masyarakat dalam pe-
rencanaan kegiatan pembangunan dan pe-
nyusunan anggaran lebih menggambarkan
formalitas atau kegiatan seremonial belaka.
Pelibatan mereka memberikan pengalaman
bahwa banyak usulan dan aspirasi yang dis-
ampaikan dalam forum tersebut sulit dapat
direalisasikan, karena banyak kepentingan-
kepentingan dan kekuatan lain yang me-
mainkan peran. Penyebabnya, bukan kare-
na mereka tidak sadar akan peran dan po-
sisinya dalam proses partisipasi, tetapi lebih
disebabkan mereka sama sekali tidak me-
ngetahui apa yang diharapkan dari dirinya
untuk terlibat dalam proses partisipasi yang
diagendakan pemerintah. Proses partisipasi
masyarakat sebagai media komunikasi yang
komuflatif melalui “pembuka kran”. “Pembu-
kakran” sebagai saluran “inputide” masyara-
kat untuk turut serta dalam perencanaan
dan penganggaran. Hal tersebut merupakan
bentuk tindakan rasionalitas yang dilaku-
kan eksekutif. Tindakan tersebut bermakna
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memberikan kesenangan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam Musrenbang.
Makna tersebut tidaklah sebanding dengan
harapan yang diinginkan masyarakat disim-
bolkan seperti “bottle neck”.

Akibat kondisi di atas, berubah menjadi
apatisme setelah melihat kenyataan bahwa
konsep partisipasi yang dibangun pemerin-
tah pada era reformasi melalui musrenbang
atau penjaringan aspirasi tidak lebih hanya
perbedaan istilah atau “ganti baju” dengan
konsep partisipasi yang telah dibangun
orde baru. Persepsi masyarakat sangat ber-
alasan dengan melihat dorongan dan kebu-
tuhan akan partisipasi hanya dilaksanakan
setengah hati. Masyarakat lebih merasakan
dirinya sebagai’partisipan” atau “supporter”
daripada sebagai Stakeholders yang dapat
menentukan kebijakan, sehingga menimbul-
kan “ketidakpercayaan” masyarakat pada
pengembangan partisipasi pada masa yang
akan datang.

Carut-marut dalam proses perenca-
naan dan penganggaran menemukan output
Musrenbang dan penganggaran dalam ben-
tuk APBD tidak sesuai harapan. Hal ini ter-
cermin dari, besaran partisipasi masyarakat
dalam Musrenbang tidak sinkron dengan
alokasi anggaran yang semestinya diper-
untukkan untuk masyarakat. Karena para
eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan
haknya dari pada kewajibannya, sehingga
tidak sejalan dengan undang-undang dan
peraturan yang ada. Ketidakpatuhan dalam
konteks ini berbentuk “ego sektoral” yang
lebih mengutamakan kepentingan sendiri,
serta bentuk pemaksaan kehendak lain-
nya. Ego sektoral cenderung menimbulkan
ketidakadilan dalam proses perencanaan
dan penganggaran daerah.

Proses penyusunan APBD menemu-
kan bahwa perencanaan anggaran terkait
dengan partisipasi masyarakat yang terjadi
adalah kurangnya perhatian pemerintah ter-
hadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal
ini tercermin dari jumlah dana alokasi yang
menyangkut kepentingan masyarakat dalam
APBD masih dirasakan kurang oleh ma-
syarakat sehingga terjadi peningkatan ang-
ka kemiskinan dan penurunan tingkat ke-
sejahteraan masyarakat. Karena kebijakan
maupun alokasi anggaran yang ditentukan
oleh para eksekutif dan legislatif ditengarai
belum dapat meningkatkan kondisi kesejah-
teraan masyarakat. Kondisi ini menim-
bulkan ketimpangan proporsi bagi penge-
luaran aparatur yang melebihi pengeluaran

publik dengan presentase yang tidak seim-
bang, mengakibatkan peningkatan kesejah-
teraan masyarakat menjadi tidak optimal.
Tidak optimalnya hal tersebut ada dua ben-
tuk persoalan berkenaan dengan penyusun-
an anggaran. Pertama, pihak eksekutif dan
legislatif merasa terganggu atau tidak suka
dengan adanya transparansi anggaran. Hal
tersebut secara tidak langsung akan mengu-
rangi otoritas yang selama ini mereka nik-
mati. Kedua, persoalan yang berkaitan de-
ngan aturan-aturan formal yang ada, yakni
bahwa masing-masing pihak dan lembaga
memiliki batas kewenangan masing-masing
serta prosedurnya sendiri-sendiri. Aturan-
aturan formal dimaksud adalah substansi
dan pelaksanaan kebijakan keuangan yang
terdiri dari PP No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Per-
mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pe-
doman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persoalan pertama di atas sangat spe-
sifik dan lokalistik. Kondisi tersebut bisa
mengakibatkan struktur alokasi APBD yang
sama sekali tidak sesuai dengan kebutuh-
an dasar dari masyarakat setempat. Itulah
sebabnya dibutuhkan tingkat kepiawaian
politik tertentu dari masyarakat daerah un-
tuk dapat menyiasati perilaku koruptif di
daerahnya.

Persoalan kedua ini lebih menekankan
pada aspek rasionalitasnya yang mampu
dijelaskan melalui mekanisme proses APBD.
Kedua kendala ini yang menyebabkan pilih-
an-pilihan alokasi anggaran dalam APBD
seringkalitidak mencerminkan keberpihakan
pada masyarakat. Selama ini, kendala yang
seringkali dimunculkan sebagai justifikasi
belum mampunya pemerintah daerah me-
nyediakan pelayanan dengan kualitas me-
madai adalah keterbatasan dana. Justifikasi
tersebut disebabkan masih belum ada penge-
lolaan keuangan daerah yang tercermin
dalam APBD dapat berperan sebagai doku-
men publik untuk mewujudkan akuntabili-
tas demokrasi pada masyarakat. Hambatan
dalam mewujudkan APBD sebagai bentuk
akuntabilitas demokrasi, karena pihak ekse-
kutif dan legislatif merasa terganggu atau ti-
dak suka dengan adanya transparansi ang-
garan. Akibatnya sasaran kebijakan alokasi
anggaran dalam mendorong peningkatan ke-
sejahteraan rakyat menjadi terabaikan.

Pembahasan dan penetapan APBD
menemukan bahwa konsep keseimbangan
kekuasaan itu ternyata melenceng dari ruh
gagasannya. Sebagaimana yang dikemu-
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kakan Enny bahwa untuk menambah atau
menggolkan suatu anggaran biasanya pihak
eksekutif “main mata” terlebih dahulu de-
ngan pihak legislatif sebelum pembahasan
dimulai. Bagi eksekutif maupun legislatif,
anggaran hanya ditempatkan sebagai citra,
yaitu sebuah mesin politik yang memobilisasi
kekuasaan, bukan sebagai basis perjuangan
politik nurani. Artinya, pihak legislatif mau-
pun eksekutif tidak memandang anggaran
sebagai bagian dari gerakan sosial (social
movement), bahkan justru merupakan alat
untuk mempengaruhi kebijakan dan me-
ngontrol pemerintahan, atau hanya sebagai
“kendaraan politik” untuk meraih kekua-
saan dan keleluasaan. Akibatnya, ekseku-
tif dan legislatif hanya berorientasi pada
kekuasaan dan kekayaan material semata,
bukan pada misi perjuangan yang berguna
bagi masyarakat. Dengan demikian, ketika
berhasil menduduki jabatan pemerintahan,
mereka melupakan basis dukungan rakyat
yang telah mengangkatnya meraih kekua-
saan. Menurut Pilliang (2005), penciptaan
citra dan manipulasi teks dilakukan demi
kekuasaan murni dengan menyembunyikan
kebenaran itu sendiri.

Sementara di lain pihak telah tercipta-
nya sebuah “pembaharuan”, namun tidak
banyak memberikan manfaat bagi kesejahte-
raan masyarakat. Hal ini tampak jelas pada
saat pembahasan sebuah rancangan APBD
itu hanya untuk memenuhi “keinginan” dan
‘kepentingan” para elit politik maupun bi-
rokrasi belum banyak menyentuh pada as-
pek substantif kepentingan publik yang le-
bih besar. Kenyataan ini tampak jelas sela-
ma 11 (sebelas) tahun dengan adanya pemba-
haruan tersebut, keberpihakan APBD pada
kebutuhan masyarakat setempat ternyata
tidak banyak terwujud. Persoalan tersebut
diindikasikan oleh rendahnya prioritas yang
diberikan anggota DPRD terhadap berbagai
kebutuhan rakyat kecil dalam bentuk pela-
yanan-pelayanan dasar seperti sektor ke-
sehatan, pendidikan, pemberdayaan usaha
kecil dan menengah, sanitasi lingkungan,
atau sarana dan prasarana umum lainnya.
Fakta lapangan menunjukkan bahwa sisi
pengeluaran APBD lebih banyak didominasi
oleh lump sum budgets yaitu pembiayaan
rutin yang menyangkut pembelian sarana
dan prasarana penunjang bagi kegiatan
aparat pemerintah maupun anggota DPRD.
Sisi lain kebijakan keuangan daerah lebih
terfokus pada maksimalisasi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bera-

gam pajak dan retribusi daerah, sementara
alokasi penggunaannya tidak banyak kem-
bali pada masyarakat. Selain itu juga ruang
gerak dari legislatif cenderung terlihat pasif
dalam mencari inovasi dan berbuat sesuatu
dalam rangka menengakkan akuntabilitas,
selain rutinitas sidang yang seremonial.
Akibatnya, baik eksekutif maupun legislatif
nampak sangat manis di depan publik, kata-
kata seperti “berjuang untuk rakyat kecil’,
“mencerdaskan bangsa” digunakan sebagai
slogan keseharian pada tingkat bahasa dan
simbol-simbol politik (symbolicum horrobilis),
untuk menutupi realitas yang sesungguh-
nya. Dengan kata lain bahwa eksekutif mau-
pun legislatif lebih bersifat munafik. Artinya
Ucapan dengan perilaku tidak sama.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan
di atas, dapat disimpulkan bahwa carut
marutnya permasalahan di balik praktik
perencanaan dan penganggaran di orga-
nisasi sektor publik, pada umumnya dise-
babkan oleh aspek perilaku kekuasaan ma-
nusia yang termotivasi oleh aspek materiil
atau keuangan. Permasalah tersebut terjadi
ketika rakyat memberikan delegasi kepada
legislatif dan eksekutif. Artinya rakyat mem-
berikan sebagian wewenang untuk mengatur
dan mengurus organisasi pemerintahan ke-
pada legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini,
kemungkinan yang terjadi adalah penyalah-
gunaan atas wewenang yang diberikan. Pe-
nyalahgunaan atas wewenang dapat dilihat
dari Interaksi di antara mereka yang dapat
memberi manfaat berupa pemahaman dalam
pengambilan kebijakan anggaran. Berdasar-
kan pada penyajian hasil penelitian dan
pembahasan, dalam bab ini peneliti menarik
beberapa kesimpulan berkaitan dengan ka-
jian “ Perilaku dan kekuasaan eksekutif dan
legislatif dalam Praktik Penganggaran Sektor
Publik” sebagai berikut :

Hampir semua perundang-undangan
yang lahir pada era reformasi sudah meng-
adopsi prinsip tata pemerintahan partisipa-
tif. Hanya saja, pengaturan tersebut kurang
berimbang karena lebih menekankan sisi ke-
wajiban masyarakat dibanding dengan hak-
hak masyarakat. Indikasinya, dapat dilihat
pada perhelatan musrenbang era reformasi
telah diklaim menggunakan pendekatan
partisipatif, namun masyarakat hanya diwa-
jibkan ikut terlibat.

Masyarakat sebagai stakeholdershanya
dijadikan objek partisipasi. Objek partisipasi
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hanya dijadikan “medan magnit” bagi peli-
batan partisipasi masyarakat sebagai media
komunikasi yang komuflatif. Media komuni-
kasi dilakukan melalui “pembuka kran” se-
bagai saluran “input ide” masyarakat untuk
turut serta dalam perencanaan dan peng-
anggaran yang bentuk tindakan rasionalitas.
Tindakan ini bertujuan untuk memberikan
kesenangan bagi masyarakat dalam berpar-
tisipasi di Musrenbang. Namun dalam ke-
nyataannya tidaklah sebanding dengan ha-
rapan yang diinginkan masyarakat disimbol-
kan seperti “bottle neck”, sehingga berubah
menjadi penolakan atau protes masyarakat
cenderung apatisme. Alasan penolakan atau
protes tersebut setelah melihat kenyataan
bahwa konsep partisipasi yang dibangun
pemerintah pada era reformasi melalui Mus-
renbang tidak lebih hanya perbedaan istilah
atau “ganti baju” dengan konsep partisipasi
yang telah dibangun pada masa orde baru.
Akibatnya menimbulkan “ketidakpercayaan”
masyarakat pada pengembangan partisipasi
masa yang akan datang.

Carut marut dalam perencanaan dan
penganggaran sebagai gambaran kronologik
kebijakan rezim kekuasaan. “Reformasi”
pada dasarnya terjadi pada setiap rezim
kekuasaan, namun konten (isi) masing-ma-
sing reformasi berbeda. Rezim-rezim sebe-
lumnya yang meninggalkan keadaan sudah
carut marut, berlanjut hingga sampai pada
rezim kekuasaan masa reformasi. Pada rezim
kekuasaan saat sekarang ini tidak menunjuk-
kan perubahan sebagaimana yang dikehen-
daki reformasi itu sendiri, bahkan kehilangan
arah dari semangat yang didambakan. Indi-
kasinya, dapat dilihat dari output Musren-
bang dan penganggaran dalam bentuk APBD
tidak sesuai harapan. Hal ini tercermin dari,
besaran partisipasi masyarakat dalam Mus-
renbang tidak sinkron dengan alokasi ang-
garan yang semestinya diperuntukkan un-
tuk masyarakat. Karena para eksekutif dan
legislatif lebih mengutamakan haknya dari
pada kewajibannya, sehingga tidak sejalan
dengan undang-undang dan peraturan yang
ada. Ketidakpatuhan dalam konteks ini ber-
bentuk “ego sektoral” yang lebih menguta-
makan kepentingan sendiri, serta bentuk
pemaksaan kehendak lainnya. Ego sektoral
cenderung menimbulkan ketidakadilan baik
dalam proses penyusunan perencanaan
maupun penganggaran daerah.

Proses penyusunan APBD menemu-
kan bahwa perencanaan anggaran terkait
dengan partisipasi masyarakat yang terjadi

adalah kurangnya perhatian pemerintah ter-
hadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal
ini tercermin dari jumlah dana alokasi yang
menyangkut kepentingan masyarakat dalam
APBD masih dirasakan kurang oleh ma-
syarakat sehingga terjadi peningkatan ang-
ka kemiskinan dan penurunan tingkat ke-
sejahteraan masyarakat. Karena kebijakan
maupun alokasi anggaran yang ditentukan
oleh para eksekutif dan legislatif ditengarai
belum dapat meningkatkan kondisi kese-
jahteraan masyarakat.

Kondisi di atas menimbulkan ketim-
pangan proporsi bagi pengeluaran aparatur
yang melebihi pengeluaran publik dengan
presentase yang tidak seimbang, mengaki-
batkan peningkatan kesejahteraan masyara-
kat menjadi tidak optimal. Tidak optimal-
nya hal tersebut ada dua bentuk persoalan
berkenaan dengan penyusunan anggaran.
Pertama, pihak eksekutif dan legislatif mera-
sa terganggu atau tidak suka dengan adanya
transparansi anggaran. Hal tersebut secara
tidak langsung akan mengurangi otoritas
yang selama ini mereka nikmati. Kedua, per-
soalan yang berkaitan dengan aturan-aturan
formal yang ada, yakni bahwa masing-ma-
sing pihak dan lembaga memiliki batas ke-
wenangan masing-masing serta prosedurnya
sendiri-sendiri. Kedua kendala ini yang me-
nyebabkan pilihan-pilihan alokasi anggaran
dalam APBD seringkali tidak mencerminkan
keberpihakan pada masyarakat.

Selama ini, kendala yang seringkali di-
munculkan sebagai justifikasi belum mam-
punya pemerintah daerah menyediakan
pelayanan dengan kualitas memadai adalah
keterbatasan dana. Justifikasi tersebut
disebabkan masih belum ada pengelolaan
keuangan daerah yang tercermin dalam
APBD dapat berperan sebagai dokumen
publik untuk mewujudkan akuntabilitas de-
mokrasi pada masyarakat. Hambatan dalam
mewujudkan APBD sebagai bentuk akun-
tabilitas demokrasi, karena pihak eksekutif
dan legislatif merasa terganggu atau tidak
suka dengan adanya transparansi anggaran.
Akibatnya sasaran kebijakan alokasi ang-
garan dalam mendorong peningkatan kese-
jahteraan rakyat menjadi terabaikan.

Proses pembahasan dan penetapan
APBD menemukan bahwa pergeseran para-
digma anggaran yang berbaju kinerja teta-
pi contentnya masih dominan tradisional.
Penerapan paradigma ini menjadi sulit kare-
na berbenturan dengan budaya paternalistik
yang sangat kental di pemerintahan. Di sisi
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lain tarik ulur kepentingan eksekutif dan
legislatif sering terjadi pada tahapan pem-
bahasan yang alot, sehingga menyebabkan
mundurnya jadwal pengesahan APBD.

Keterlambatan jadwal pengesahan ini-
lah yang dapat menimbulkan dampak terjadi
penyimpangan atas kepentingan masing-ma-
sing, sehingga memerlukan negosiasi atau
lobi dengan cara “main mata” sebagaima-
na di ungkapkan salah seorang tim ang-
garan eksekutif. Dalam kaitan inilah konsep
keseimbangan kekuasaan itu ternyata mel-
enceng dari ruh gagasannya. Bagi eksekutif
maupun legislatif, anggaran hanya ditempat-
kan sebagai citra, yaitu sebuah mesin politik
yang memobilisasi kekuasaan, bukan seba-
gai basis perjuangan politik nurani. Artinya,
pihak legislatif maupun eksekutif tidak me-
mandang anggaran sebagai bagian dari ge-
rakan sosial (social movement), bahkan justru
merupakan alat untuk mempengaruhi kebi-
jakan dan mengontrol pemerintahan, atau
hanya sebagai “kendaraan politik” untuk
meraih kekuasaan dan keleluasaan. Akibat-
nya, eksekutif dan legislatif hanya berorien-
tasi pada kekuasaan dan kekayaan material
semata, bukan pada misi perjuangan yang
berguna bagi masyarakat. Dengan demikian,
ketika berhasil menduduki jabatan pemerin-
tahan, mereka melupakan basis dukungan
rakyat yang telah mengangkatnya meraih
kekuasaan.

Pilliang (2005) menyatakan bah-
wa penciptaan citra dan manipulasi teks
dilakukan demi kekuasaan murni dengan
menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Se-
mentara di lain pihak telah terciptanya se-
buah “pembaharuan”, namun tidak banyak
memberikan manfaat bagi keejahteraan ma-
syarakat. Selain itu juga ruang gerak dari
legislatif cenderung terlihat pasif dalam
mencari inovasi dan berbuat sesuatu dalam
rangka menengakkan akuntabilitas, selain
rutinitas sidang yang seremonial. Untuk
mengaburkan praktik yang sesungguhnya
terjadi dengan membangun interaksi pen-
citraan yang manis di depan publik dengan
bahasa-bahasa hipokrit (munafik). Kata-
kata tersebut seperti “berjuang untuk rakyat
kecil’, “mencerdaskan bangsa” digunakan
sebagai slogan keseharian pada tingkat ba-
hasa dan simbol-simbol politik (symbolicum
horrobilis), untuk menutupi realitas yang
sesungguhnya. Kekaburan inilah yang ditaf-
sirkan oleh informan dengan istilah katarak.
Fakta sosial yang tergambarkan pada feno-
mena sebagaimana diuraikan di atas meru-

pakan perilaku dan kekuasaan baik ekseku-
tif maupun legislatif dalam praktik pengang-
garan sektor publik.
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